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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi kesesuaian alokasi ruang RTRW Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-
2031 dengan alokasi penetapan kawasan hutan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan SK Menhutbun No. 170/Kpts-
11/2000, dan (2) mengevaluasi penyimpangan penggunaan lahan eksisting Kabupaten Aceh Barat tahun 2012 dengan
RTRW Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2031dan (3) membahas secara umum penyebab dari penyimpangan peng-
gunaan lahan dan dampak yang ditimbulkannya. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret 2012 hingga Febuari
2013 di Kabupaten Aceh Barat dan di Laboratorium Penginderaan Jauh dan Kartografi Fakultas Pertanian Univer-
sitas Syiah Kuala. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mengumpulkan berbagai data sekunder dan
primer yang diperlukan dan analisis tumpang tindih peta (overlay) serta cek lapangan (ground check) penggunaan
lahan terkini. Hasil penelitian menunjukkan terjadi penyimpangan alokasi ruang RTRW Kabupaten Aceh Barat tahun
2012-2031 terhadap kawasan hutan Kabupaten Aceh Barat yang ditetapkan dalam SK Menhutbun No. 170/Kpts-
1172000 seluas 6.663,45 ha (2,41%). Penggunaan lahan eksisting Kabupaten Aceh Barat tahun 2012 juga menunjuk-
kan terjadi penyimpangan terhadap alokasi ruang RTRW Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2031 yaitu seluas
25.319,21 ha (9,16%). Secara umum faktor penyebab terjadinya penyimpangan penggunaan lahan adalah pemekaran
kabupaten/kota, pengembangan infrastruktur wilayah, pengembangan usaha perkebunan dan pertambangan. Penyim-
pangan penggunaan lahan tersebut berdampak kepada semakin luasnya deforestasi, meningkatnya koefisien limpasan
dan frekuensi banjir.

Kata kunci: Penyimpangan penggunaan lahan, RTRW Aceh Barat, Ground check, kawasan lindung, kawasan
budidaya
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Abstract

This study aimed to: (1) evaluate the suitability of spatial allocation of space in West Aceh district from 2012 to 2031
with the allocation of forest establishment of West Aceh by Decree of Menhutbun No. 170/Kpts-11/2000, (2) evaluate
the deviation of the existing land use of West Aceh district in 2012 with the Spatial West Aceh district of 2012-2031,
and (3) discuss generally the cause of the deviation and the impact of land use. This study was conducted from March
2012 to February 2013 in the West Aceh district, and at the Laboratory of Remote Sensing and Cartography, Faculty
of Agriculture, Kuala University. This research used descriptive method by collecting a variety of secondary and pri-
mary data necessary, analysis of overlap maps and ground check for evaluating the current land use. The results
showed deviations spatial space allocation of West Aceh District of 2012-2031 to West Aceh forests set out by Decree
of Menhutbun No.170/Kpts-11/2000 was 6,663.45 Ha (2.41%). Furthermore, the deviation of existing land use of West
Aceh district in 2012 to the spatial allocation of the West Aceh district of 2012-2031 was 25,319.21 Ha (9.16%). In
general, the causes of deviation were the division of districts, development of region infrastructure, plantation and
mining development. The land use deviations would affect the extent of deforestation, the increasing of runoff coeffi-
cients and frequency of floods.

Keywords: Deviation of land use, spatial planning of West Aceh District, ground check, protected area, cultivated
area
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No. 26 tahun 2007 mengamanatkan
perlunya suatu perencanaan pembangunan yang berbasis
penatagunaan ruang yang mengharuskan setiap daerah
menyusun konsep ketataruangan agar pembangunan yang
direncanakan memiliki pondasi yang kuat dan terarah
sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki. Penyu-
sunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) suatu daerah
pada dasarnya mengacu pada potensi sumberdaya yang
ada, baik dari potensi sumberdaya manusia maupun po-
tensi sumberdaya lahan, sebab pembangunan yang dilak-
sanakan pada dasarnya merupakan pemanfaatan yang op-
timal dari sumberdaya lahan yang tersedia (Pemerintah
Republik Indonesia, 2007).

Perencanaan tata ruang wilayah berkaitan dengan
upaya pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan
efektif, perencanaan tata ruang mencakup perencanaan
struktur dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi tata
guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna
sumber daya alam lainnya. Rencana Tata Ruang pada
dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan
agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif dan
berkelanjutan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan
masyarakat dan menciptakan keseimbangan tingkat
perkembangan wilayah. Dengan berbasis penataan ruang,
kebijakan pembangunan akan mewujudkan pembangunan
berkelanjutan yang memadukan pilar ekonomi, sosial bu-
daya dan lingkungan (Dirjen Penataan Ruang, 2005).

Kebijakan pembangunan suatu wilayah bertujuan
untuk mengoptimalkan usaha dan proses pembangunan
yang berlangsung sehingga dapat dicapai suatu
pembangunan yang terarah. Kebijakan ini diwujudkan
pada seluruh aspek pembangunan termasuk aspek ruang
(spasial). Aspek ruang diperlukan untuk menyelaraskan
berbagai kegiatan pembangunan, baik dari segi
perwilayahan maupun dari sektoral sehingga tujuan
sasaran pembangunan pada suatu wilayah terpenuhi
(Bappeda Aceh, 2007).

Pemerintah dalam surat keputusan Menteri Kehu-
tanan dan Perkebunan No. 170/Kpts-11/2000 tentang pe-
nunjukan kawasan hutan dan perairan Nanggroe Aceh
Darussalam, telah menetapkan kawasan hutan Aceh
(Pemerintah Republik Indonesia, 2000). Hal ini bertujuan
agar perencanaan pengembangan wilayah di Provinsi
Aceh menyesuaikan dengan fungsi kawasan hutan, sebab
perencanaan pengembangan suatu wilayah harus memper-
hatikan kesesuaian antara kebutuhan dengan kemampuan
lingkungan menyediakan sumberdaya. Keseimbangan
antara keduanya akan mengoptimalkan antara peman-
faatan ruang masa lalu dan masa kini serta menghin-
dari terjadinya konflik pemanfaatan ruang di masa men-
datang.

Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999 telah men-
galami pemekaran wilayah yaitu berdasarkan UU No. 48
Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Simelue,
dan pembentukan Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten
Nagan Raya berdasarkan UU No 4 tahun 2002. Sejalan
dengan itu banyaknya investor dibidang perkebunan mau-
pun pertambangan yang berinvestasi di Kabupaten Aceh
Barat menyebabkan lahan yang tersedia semakin terbatas,
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sehingga penyimpangan penggunaan lahan sangat rentan
terjadi. Hal ini ditambah dengan wacana kebijakan pemer-
intah yang mengusulkan pelepasan kawasan hutan lindung
menjadi kawasan perkebunan di sekitar wilayah Kecama-
tan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat (Bappeda Aceh
Barat, 2011).

Kabupaten Aceh Barat merupakan satu diantara ka-
bupaten yang terdapat di Provinsi Aceh yang termasuk ke
dalam pusat kegiatan wilayah (PKW) dalam rencana tata
ruang wilayah (RTRW) Provinsi Aceh, dan mempunyai
posisi stategis dalam rencana tata ruang wilayah Aceh
(Bappeda Aceh, 2007). Rencana tata ruang wilayah
(RTRW) Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2031, meru-
pakan penyempurnaan dari RTRW Kabupaten Aceh Barat
yang sebelumnya telah tersusun tahun 2005.

Sejalan  dengan pertambahan penduduk dan
meningkatnya kebutuhan akan lahan,  pemanfaatan
sumberdaya lahan yang ada sering kali menimbulkan
konflik kepentingan, sehingga rencana pengembangan
wilayah yang terjadi sering kali tidak sesuai dengan ran-
cangan yang telah disusun. Pemanfaatan sumberdaya la-
han harus selalu mengacu pada potensi fisik lahan, sosial
ekonomi, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat
serta sistem legalitas tentang lahan (Subroto, 2003).

Badan Pertanahan Nasional (2008) memberikan in-
formasi bahwa selama periode 1992-2007 di Kabupaten
Aceh Barat telah terjadi perubahan penggunaan lahan
yaitu: penambahan luasan areal kebun seluas 39.150,14 ha
(13,37%), perairan darat seluas 862,40 ha (0,29%), per-
kampungan seluas 4.349,91 ha (1,49%), dan terjadi pen-
gurangan luasan hutan 102.308,08 ha (-34,94%) dan per-
sawahan seluas 1.281,34 ha (-0,44%). Dengan demikian,
penyimpangan penggunaan lahan berdasarkan RTRW
Kabupaten Aceh Barat perlu diteliti untuk mengetahui
sejauh mana penyimpangan penggunaan lahan tersebut
terjadi.

1.2. Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi kesesuaian alokasi ruang RTRW Kabu-
paten Aceh Barat tahun 2012-2031 dengan alokasi
penetapan kawasan hutan Kabupaten Aceh Barat ber-
dasarkan SK Menhutbun No. 170/Kpts-11/2000.

2. Mengevaluasi penyimpangan penggunaan lahan eksist-
ing Kabupaten Aceh Barat tahun 2012 dengan RTRW
Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2031.

3. Mendiskusikan penyebab dari penyimpangan peng-
gunaan lahan dan dampak yang dituimbulkannya.

1.3. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam merevisi
Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan
dalam pengambilan kebijakan untuk pembangunan
Kabupaten Aceh Barat serta sebagai bahan kajian dan
referensi untuk penelitian terkait.
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Il. METODE PENELITIAN

2.1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh
Barat, dan pembuatan peta dilakukan di Laboratorium
Penginderaan Jauh dan Kartografi Fakultas Pertanian Uni-
versitas Syiah Kuala. Penelitian dilaksanakan dari bulan
Maret 2012 hingga Febuari 2013.

2.2. Alat dan Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam pelaksanaan
penelitian ini adalah: (1) Peta Adminitrasi Kabupaten
Aceh Barat tahun 2011 skala 1:100.000 (Lampiran 1), (2)
Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Aceh Barat tahun
2012-2031 skala 1:100.000 (Lampiran 2), (3) Peta Kawa-
san Hutan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan SK Men-
hutbun No. 170/Kpts-11/2000 skala 1:100.000 (Lampiran
3), (4) Peta Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Aceh
Barat tahun 2012 yang bersumber dari Bappeda Kab.
Aceh Barat skala 1:100.000 (Lampiran 4). Selanjutnya
alat-alat yang digunakan adalah: (1) Personal Computer,
(2) Printer, (3) Scanner, (4) Software ArcGIS Dekstop
versi 9.3, (5) Software Tranformasi Koordinat versi 1.01,
(6) GPS (Global Positioning System).

2.3. Metode Penelitian

Penelitian ini  menggunakan metode deskriptif
dengan mengumpulkan berbagai data sekunder yang
diperlukan, baik berupa data spasial maupun data non
spasial kemudian melakukan analisis tumpang tindih peta
(overlay) sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan
sajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya data primer yang
diperlukan adalah data penggunaan lahan eksisting yang
diperoleh dari hasil cek lapangan (ground check) peta
penggunaan lahan yang telah ada dan disesuaikan dengan
penggunaan lahan terkini.

2.4. Tahapan Analisis

Tahapan analisis dibagi ke dalam dua tahap yaitu: (1)
survei lapangan dan (2) tumpang tindih peta. Survei la-
pangan (ground check) dilakukan bertujuan untuk mem-
perbaiki dan menambah informasi yang belum didapat
pada peta penggunaan lahan yang telah ada. Pengecekan
di lapangan dilakukan dengan menggunakan GPS untuk

alokasi kawasan hutan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan
SK Menhutbun No. 170/Kpts-11/2000, maka dilakukan
analisis tumpang tindih (overlay) terhadap peta pola ruang
RTRW Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2031 dengan
peta kawasan hutan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan
SK Menhutbun No. 170/Kpts-11/2000 (Peta Lampiran 2
dan Peta Lampiran 3).

Ketidaksesuaian alokasi ruang dalam rencana tata
ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat tahun
2012-2031 dengan alokasi kawasan hutan Kabupaten
Aceh Barat pada peta disebut sebagai penyimpangan ren-
cana alokasi ruang. Kesesuaian antara peta alokasi ruang
RTRW Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2031 dengan
peta alokasi kawasan hutan Kabupaten Aceh Barat dapat
dilihat pada Tabel 1.

Selanjutnya untuk mengetahui kesesuaian peng-
gunaan lahan saat ini (existing) dengan alokasi ruang
RTRW Kabupaten Aceh Barat, terlebih dahulu dilakukan
koreksi terhadap peta penggunaan lahan Kabupaten Aceh
Barat tahun 2011 yang bersumber dari Bappeda Kabu-
paten Aceh Barat, koreksi tersebut dilakukan dengan
ground check di lapangan, hasil ground check tersebut
selanjutnya menjadi peta penggunaan lahan eksisting Ka-
bupaten Aceh Barat tahun 2012.

Peta penggunaan lahan eksisting Kabupaten Aceh
Barat tahun 2012 kemudian digunakan untuk analisis tum-
pang tindih (overlay) peta penggunaan lahan eksisting
Kabupaten Aceh Barat tahun 2012 dengan peta pola ruang
RTRW Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2031 (Peta
Lampiran 2 dan Peta Lampiran 4). Penggunaan lahan
yang tidak sesuai dengan alokasi ruang RTRW Kabupaten
Aceh Barat disebut sebagai penyimpangan penggunaan
lahan. Selanjutnya, justifikasi kesesuaian antara peta pola
ruang RTRW Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2031
dengan peta penggunaan lahan eksisting Kabupaten Aceh
Barat Tahun 2012 disajikan pada Tabel 2.

Hasil analisis yang menunjukkan penyimpangan,
dihitung dalam satuan luas dan satuan persen. Selanjutnya
dihasilkan peta berupa: Peta overlay antara peta alokasi
ruang RTRW Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2031
dengan peta alokasi kawasan hutan Kabupaten Aceh
Barat berdasarkan SK Menhutbun No. 170/Kpts-11/2000
(Peta Lampiran 5) dan Peta overlay antara peta peng-

Tabel 1. Kesesuaian antara peta pola ruang RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2031 dengan peta kawasan

hutan Kabupaten Aceh Barat

Pola Ruang RTRW Kabupaten Aceh Barat

No. Kawasan Hutan Kabupaten Aceh Barat Kawasan Lindung Kawasan Budidaya
1. Hutan Lindung Sesuai Menyimpang
2. Kawasan Hutan Produksi Sesuai Sesuai

Areal Penggunaan Lain Sesuai Sesuai

mempermudah penyesuaian koordinat pada peta dengan
koordinat sebenarnya di lapangan. Selanjutnya, proses
analisis tumpang tindih peta (overlay) menggunakan soft-
ware ArcGis Dekstop 9.3 yang dilakukan dalam beberapa
tahap sesuai tujuan penelitian. Pertama untuk mengetahui
kesesuaian alokasi ruang rencana tata ruang wilayah
(RTRW) Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2031 dengan
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gunaan lahan eksisting tahun 2012 dengan peta alokasi
ruang RTRW Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2031
(Peta Lampiran 6).
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Tabel 2. Kesesuaian antara peta penggunaan lahan eksisting Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 dengan peta pola ru-
ang RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2031

Pola Ruang RTRW
Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Barat
No. Eksisting . 3
Kawasan Lindung Kawasan Budidaya
1. Hutan primer Sesuai Sesuai
2. Hutan sekunder Menyimpang Sesuai
3. Gambut Sesuai Sesuai
4, Perkebunan Menyimpang Sesuai
5. Pertanian Menyimpang Sesuai
6. Sungai dan sempadannya Sesuai Sesuai
7. Permukiman Menyimpang Sesuai
8. Tanah terbuka Menyimpang Sesuai

I11. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh

Barat

Arahan kebijakan pemanfaatan ruang dalam rencana
tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat tahun
2012-2031 mencakup pengelolaan kawasan lindung dan
pengembangan kawasan budidaya. Penentuan kawasan
tersebut ditetapkan berdasarkan SK Menhutbun No. 170/
Kpts-11/2000.

3.1.1 Kawasan Lindung

Kawasan lindung didefinisikan sebagai kawasan
yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi ke-
lestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya
alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya
untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan. Alokasi
kawasan lindung dalam rencana tata ruang wilayah
(RTRW) Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2031 meli-
puti: kawasan hutan lindung, hutan gambut, sempadan
sungai dan danau, perlindungan cagar budaya, dan lain
sebagainya. Salah satu kawasan yang diprioritaskan untuk
dilindungi adalah kawasan hutan lindung, hal ini disebab-
kan kawasan hutan lindung merupakan kawasan yang
mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem
penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah
banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan
tanah.

Sumberdaya hutan untuk Kabupaten Aceh Barat
diarahkan untuk mempertahankan hutan lindung dengan
cara melestarikan dan menjaganya tetap terjamin. Dengan
pertimbangan fungsi ekologis, maka sumberdaya hutan
dibatasi pemanfaatannya kecuali untuk keperluan konser-
vasi. Luas kawasan lindung yang ditetapkan berdasarkan
rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh
Barat tahun 2012-2031 seluas 107.158,79 ha atau 38,76
% dari luas total wilayah Kabupaten Aceh Barat
(276.478,02 Ha).
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3.1.2 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang
ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas
dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya
buatan, dan sumberdaya manusia. Kriteria kawasan budi-
daya merupakan ukuran yang digunakan untuk penentuan
suatu kawasan yang ditetapkan untuk berbagai usaha dan
kegiatan yang terdiri dari kriteria teknis sektoral dan
kriteria ruang.

Kawasan budidaya di Kabupaten Aceh Barat menca-
pai 169.319,23 ha (61,24 %). Alokasi ruang kawasan
budidaya dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Ka-
bupaten Aceh Barat tahun 2012-2031 meliputi: kawasan
hutan produksi, pertanian lahan basah dan kering, perke-
bunan, perikanan, industri, pariwisata, pendidikan, mili-
ter, dan pemukiman. Alokasi ruang dalam rencana tata
ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat tahun
2012-2031 dapat dilihat pada Tabel 3 dan Peta Lampiran
2.

Tabel 3. Pola ruang RTRW Kabupaten Aceh Barat

Luas
No | Penggunaan Lahan (ha) %)
1. Kawasan lindung 107.158,79 38,76
2. | Kawasan budidaya | 169.319,23 61,24
Jumlah 276.478,02 100,00

Sumber : Hasil Analisis Peta Pola Ruang RTRW Kabu-
paten Aceh Barat Tahun 2012-2031
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3.2 Kawasan Hutan Kabupaten Aceh Barat Berdasar-
kan SK Menhutbun No. 170/Kpts-11/2000

Kawasan hutan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan
SK Menhutbun No. 170/Kpts-11/2000 terdiri atas kawasan
hutan lindung, kawasan hutan produksi, dan areal peng-
gunaan lain. Hutan lindung adalah kawasan yang karena
keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan diper-
tahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara
tetap guna kepentingan hidrorologi, yaitu tata air,
mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan
kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang ber-
sangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi di seki-
tarnya. Sedangkan hutan produksi adalah kawasan hutan
yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan
(Pemerintah Republik Indonesia, 2000).

Luas kawasan hutan lindung Kabupaten Aceh Barat
berdasarkan SK Menhutbun No. 170/Kpts-11/2000 adalah
seluas 108.669,97 ha atau sebesar 39,30 %, sedangkan
kawasan hutan produksi memiliki luas seluas 4.722,01 ha
atau sebesar 1.71 %, dan sisanya sebagai areal peng-
gunaan lain seluas 163.086,04 ha atau sebesar 58,99 %.
Kawasan hutan Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada
Tabel 4 dan Peta Lampiran 3.

11/2000 menjadi kawasan budidaya dalam rencana tata
ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat. Namun
penyimpangan yang terjadi diikuti dengan perubahan se-
bagian kawasan hutan produksi dan areal penggunaan lain
yang ditetapkan dalam SK Menhutbun No. 170/Kpts-
11/2000 menjadi kawasan lindung dalam rencana tata ru-
ang wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat.

3.4.1 Kawasan Hutan Lindung

Luas hutan lindung Kabupaten Aceh Barat yang
ditetapkan dalam SK Menhut No. 170 tahun 2000 adalah
seluas 108.669,97 ha atau sebesar 39,30 %. Pada kawasan
hutan lindung tersebut terjadi penyimpangan rencana
penggunaan lahan menjadi kawasan budidaya seluas
6.663,45 ha atau sebesar 2,41 % dari luas keseluruhan
Kabupaten Aceh Barat. Meskipun penyimpangan yang
terjadi masih masih tergolong rendah namun penyimpan-
gan ini dikhawatirkan akan mengancam Kkelestarian
ekosistem sekitarnya. Hal ini mengingat kawasan hutan
lindung merupakan kawasan yang mempunyai batasan-
batasan tertentu dalam pemanfaatannya hingga perlu
dipertahankan seperti apa adanya.

Tabel 4. Kawasan hutan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan SK Menhutbun No. 170/Kpts-11/2000

No. Kawasan Hutan SK Menhutbun No.170/Kpts-11 2000 Luas
(ha) (%)
1. Kawasan hutan lindung 108.669,97 39,30
Kawasan hutan produksi 4.722,01 1,71
3. Areal penggunaan Lain 163.086,04 58,99
Jumlah 276.478,02 100,00

Sumber : Hasil Analisis Peta Kawasan Hutan Kabupaten Aceh Barat SK Menhutbun No. 170/Kpts-11/2000

3.3 Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Aceh

Barat Tahun 2012

Sebaran penggunaan lahan eksisting Kabupaten Aceh
Barat tahun 2012 semakin komplek sebanding dengan
perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakatnya.
Penggunaan lahan eksisting Kabupaten Aceh Barat tahun
2012 berdasarkan hasil ground check peta penggunaan
lahan Kabupaten Aceh Barat tahun 2011 terdiri dari hutan
primer seluas 81.350,07 ha atau sebesar 29,42 %, hutan
sekunder seluas 48.340,59 ha (17,48%), perkebunan se-
luas 52.576,66 ha (19,02%), pertanian seluas 77.326,60 ha
(27,97%), kawasan bergambut seluas 6.431,59 ha
(2,38%), permukiman seluas 6.756,03 ha (2,44%). Peng-
gunaan lahan eksisting Kabupaten Aceh Barat tahun 2012
disajikan pada Tabel 5 dan Peta Lampiran 4.

3.4 Tumpang Tindih Peta Pola Ruang RTRW Kabu-
paten Aceh Barat tahun 2012-2031 dengan Peta
Kawasan Hutan Kabupaten Aceh Barat
Berdasarkan hasil overlay peta pola ruang rencana

tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat tahun

2012-2031 dengan peta alokasi kawasan hutan Kabupaten

Aceh Barat (Lampiran 2 dan Lampiran 3), menunjukkan

adanya penyimpangan peruntukan kawasan hutan lindung

yang ditetapkan dalam SK Menhutbun No. 170/Kpts-
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Kawasan hutan lindung yang masih diprioritaskan
menjadi kawasan lindung dalam rencana tata ruang
wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2031
adalah seluas 102.006,52 ha atau 36,89 % dari luas kese-
luruhan lokasi penelitian. Hal ini masih sesuai dengan
ketetapan minimal 30 % kawasan hutan dalam UU No. 41
tahun 1999 (Pemerintah Republik Indonesia, 1999).

3.4.2 Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi yang telah ditetapkan-
dalam SK Menhutbun No. 170/Kpts-11/2000 adalah seluas
4.722,01 ha atau 1,71 %. Berdasarkan overlay peta kawa-
san hutan Kabupaten Aceh Barat dengan peta alokasi ru-
ang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh
Barat tahun 2012-2031 (Lampiran 2 dan Lampiran 3)
menunjukkan tidak terjadi penyimpangan alokasi ruang
rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh
Barat. Namun jika ditinjau dari pola alokasi ruang RTRW
Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2031 sekitar 308,26 ha
atau sebesar 0,11 %, kawasan hutan produksi Kabupaten
Aceh Barat yang ditetapkan dalam SK Menhutbun No.
170/Kpts-11/2000 diperuntukkan menjadi kawasan lindung
dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten
Aceh Barat tahun 2012-2031, sedangkan seluas 4.413,75
ha atau 1,60 % sisanya menjadi kawasan budidaya.
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Tabel 5. Penggunaan lahan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012

Bappeda 2011 Persentase Ground Check Persentase (%)
No Penggunaan Lahan Luas (Ha) (%) Luas (Ha)
1 Hutan primer 81.180,67 29,36 81.350,07 29,42
2 Hutan sekunder 50.650,33 18,32 48.340,59 17,48
3 Gambut 6.585,42 2,38 6.431,59 2.33
4 Kawasan sempadan
sungai dan danau
1.375,15 0,50 1.303,18 0,47
5 Perkebunan 48.855,53 17,67 52.576,66 19,02
6 Pertanian 79.402,85 28,72 77.326,60 27,97
7 Permukiman 5.829,11 2,11 6.756,03 2,44
8 Tanah terbuka 2.595,96 0,94 2.393,30 0,87
Jumlah 276.478,02 100,00 276.478,02 100,00

Sumber : Hasil Analisis Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012

3.4.3 Areal Penggunaan Lain

Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) meru-
pakan areal yang bukan kawasan hutan yaitu kawasan
yang tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung mau-
pun kawasan hutan produksi Kabupaten Aceh Barat ber-
dasarkan SK Menhutbun No. 170/Kpts-11/2000. Kawasan
areal pengunaan lain memiliki luas 163.086,04 ha atau
58,99%. Berdasarkan overlay peta kawasan hutan Kabu-
paten Aceh Barat dengan peta alokasi ruang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat tahun
2012-2031 (Lampiran 2 dan Lampiran 3) menunjukkan
tidak terjadi penyimpangan alokasi ruang dalam rencana
tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat. Na-
mun dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabu-
paten Aceh Barat tahun 2012-2031 seluas 4.844,02 ha
kawasan areal penggunaan lain dijadikan sebagai kawasan
lindung, sedangkan sisanya seluas 158.242,02 ha atau
57,24 % ditetapkan sebagai kawasan budidaya.

Tabel 6. Penyimpangan RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2031 terhadap kawasan hutan Kabupaten Aceh

. Kawasan Hutan Pola Ruang Luas Lahan Keterangan
(ha) RTRW Ha %
KL 102.006,52 36,89 Sesuai
L KHL (108.669,97) KB 6.663,45 2,41 Menyimpang
KL 308,26 0,11 Sesuai
2 KHP (4.722,01) KB 4.413,75 1,60 Sesuai
KL 4.844,02 1,75 Sesuai
3 APL (163.086,04) KB 158.242,02 57,24 Sesuai
Terjadi Penyimpangan 6.663,45 2,41
Tidak Terjadi Penyimpangan 269.814,57 97,59
Jumlah 276.478,02 100,00

Sumber : Hasil Analisis Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2031 dengan Peta Kawasan
Hutan Kabupaten Aceh Barat SK Menhutbun No. 170/Kpts-11/ 2000

Keterangan:
KL = Kawasan Lindung

KB = Kawasan Budidaya

KHL = Kawasan Hutan Lindung,
KHP = Kawasan Hutan Produksi
APL = Areal Penggunaan Lain
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Total penyimpangan alokasi ruang rencana tata ruang
wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2031
terhadap alokasi kawasan hutan Kabupaten Aceh Barat
berdasarkan SK Menhutbun No. 170/Kpts-11/2000 adalah
seluas 6.663,45 ha atau 2,41 %. Adapun lebih jelasnya
penyimpangan alokasi ruang rencana tata ruang wilayah
(RTRW) Kabupaten Aceh Barat tahun 20112-2031 terha-
dap alokasi kawasan hutan Kabupaten Aceh Barat ber-
dasarkan SK Menhutbun No. 170/Kpts-11/2000 dapat dili-
hat pada Tabel 6 dan Peta Lampiran 5.

3.5 Tumpang Tindih Peta Pengunaan Lahan EKksisting
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 dengan Peta
Pola Ruang RTRW Kabupaten Aceh Barat Tahun
2012-2031

Hasil overlay antara peta pola ruang RTRW Kabu-
paten Aceh Barat tahun 2012-2031 dengan peta peng-

gunaan lahan eksisting Kabupaten Aceh Barat tahun 2012

(Lampiran 2 dan Lampiran 4), menunjukkan terjadinya

peyimpangan penggunaan lahan eksisting dari alokasi

pola ruang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabu-
paten Aceh Barat. Mayoritas penyimpangan yang terjadi

adalah penggunaan kawasan lindung yang ditetapkan
dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten
Aceh Barat tahun 2012-2031 menjadi hutan sekunder,
perkebunan, pertanian, serta pemukiman.

3.5.1 Kawasan Lindung

Areal kawasan lindung yang dialokasikan dalam
RTRW Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2031 seluas
107.158,79 ha atau sebesar 38,76 %. Penggunaan lahan
eksisting pada kawasan lindung mengalami penyimpan-
gan dari alokasi ruang RTRW Kabupaten Aceh Barat ta-
hun 2012-2031. Penyimpangan tersebut antara lain: areal
yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dimanfaatkan
menjadi hutan sekunder seluas 22.199,35 ha atau sebesar
8,03 %, kawasan lindung dimanfaatkan sebagai areal
perkebunan seluas 1.079,44 ha atau sebesar 0,39 %, di-
manfaatkan untuk pertanian seluas 1.723,28 ha atau sebe
sar 0,62 %, dan dimanfaatkan untuk kawasan permukiman
seluas 317,14 ha atau 0,11 %, kawasan lindung yang ma-
sih dipertahankan sebagai kawasan lindung adalah sebesar
81.340,53 ha atau sebesar 29,59 %.

Tabel 7. Penyimpangan penggunaan lahan eksisting Tahun 2012 terhadap RTRW Kabupaten Aceh Barat

Tahun 2012-2031

No RTRW Penggunaan Lahan Luas Lahan Keteranaan
(ha) Eksisting e % g
1. | Kawasan Lindung | Hytan primer 80.633,59 29,16 Sesuai
(107.158,79) )
Hutan sekunder 22.199,35 8,03 Menyimpang
Gambut 336,99 0,12 Sesuai
Kawasan Sempadan Sungai dan 869,95 0.31 Sesuai
Danau
Perkebunan 1.079,44 0,39 Menyimpang
Pertanian 1.723,28 0,62 Menyimpang
Permukiman 317,14 0,11 Menyimpang
Tanah terbuka - - -
2. Kawasan Budi- Hutan primer 716,47 0,26 Sesuai
daya (169.319,23) -
Hutan sekunder 26.141,24 9,46 Sesuai
Gambut 6.094,60 2,20 Sesuai
Kawasan Sempadan Sungai dan 433,23 0.16 Sesuai
Danau
Perkebunan 51.497,22 18,63 Sesuai
Pertanian 75.603,32 27,35 Sesuai
Permukiman 6.438,90 2,33 Sesuai
Tanah terbuka 2.393,30 0,87 Sesuai
Terjadi Penyimpangan 25.319,21 9,16
Tidak Terjadi Penyimpangan 251.158,81 90,84
Jumlah 276.478,02 100,00

Sumber : Hasil Analisis Peta Penggunaan Lahan Eksisting tahun 2012 dengan Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten

Aceh Barat Tahun 2012-2031
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3.5.2 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya yang ditetapkan dalam rencana
tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat tahun
2012-2031 adalah seluas 169.139,63 ha atau sebesar 61,24
%. Dalam penggunaan lahan eksisting tahun 2012 peman-
faatan kawasan budidaya digunakan untuk beragam peng-
gunaan lahan, bahkan seluas 716,47 ha atau 0,26 % peng-
gunaan lahan saat ini masih berupa hutan primer. Ma-
suknya sebagian hutan primer ke dalam kawasan budidaya
dalam RTRW Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2031
dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kabu-
paten Aceh Barat yang menjadikan sebagian kawasan
hutan lindung manjadi kawasan budidaya dalam rencana
tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat tahun
2012-2013.

Total penyimpangan penggunaan lahan eksisting
tahun 2012 terhadap RTRW Kabupaten Aceh Barat tahun
2012-2031 adalah seluas 25.319,21 ha atau sebesar 9,16
% dari luas seluruh wilayah penelitian. Besarnya tingkat
penyimpangan, sebagian besar disebabkan berubahnya
kawasan lindung yang ditetapkan dalam RTRW Kabu-
paten Aceh Barat tahun 2012-2031 menjadi kawasan hu-
tan sekunder. Penyimpangan penggunaan eksisting tahun
2012 dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabu-
paten Aceh Barat disajikan pada Tabel 7 dan Peta Lampi-
ran 6.

3.6. Analisis Penyebab dan Dampak dari Penyimpa
ngan Penggunaan Lahan
3.6.1 Faktor Penyebab Terjadinya Alih Fungsi Lahan
Vink (1975) menyatakan bahwa alih fungsi lahan
dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor alami dan
faktor manusia. Faktor alami diantaranya adalah iklim,
relief, tanah atau adanya bencana alam seperti gempa
bumi atau banjir, sedangkan faktor manusia berupa aktivi-
tasnya pada sebidang lahan. Faktor manusia dirasakan
mempunyai pengaruh yang lebih dominan jika dibanding-
kan dengan faktor alami. Hal ini disebabkan karena se-
bagian besar perubahan penggunaan lahan ditentukan oleh
aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya pada
sebidang lahan yang spesifik, misalnya konversi lahan
kawasan lindung menjadi areal perkebunan atau konversi
lahan sawah menjadi tempat permukiman. Basri dan
Syahrul (2013) melaporkan bahwa ada 4 (empat) faktor
yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan peng-
gunaan lahan di Provinsi Aceh yaitu: pemekaran kabu-
paten/kota, pengembangan infrastruktur wilayah, usaha
perkebunan dan usaha pertambangan. Kabupaten Aceh
Barat merupakan kabupaten yang telah beberapa kali
mengalami pemekaran wilayah yaitu pembentukan Kabu-
paten Simelue tahun 1999 dan pembentukan Kabupaten
Aceh Jaya dan Kabupaten Nagan Raya tahun 2002. Pasca
pemekaran tersebut Kabupaten Aceh Barat telah menyu-
sun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada tahun
2005. Namun rencana tata ruang wilayah Kabupaten Aceh
Barat direvisi pada tahun 2011 yang kemudian menjadi
rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh
Barat tahun 2012-2031.

Demikian juga dengan beberapa Kabupaten/Kota lain-
nya yang mengalami pemerkaran seperti Kabupaten Na-
gan Raya, Pidie Jaya, Biruen, Aceh Tamiang, Bener
Meriah, Gayo Lues, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil dan
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Subulussalam. Kabupaten/kota tersebut pada umumnya
belum memiliki infrastruktur pemerintahan untuk perkan-
toran. Di sisi lain, pemekaran ini juga memacu terben-
tuknya kawasan perdagangan, perumahan, pendidikan dan
kesehatan yang baru. Hal ini juga menjadi pemicu terjad-
inya alih fungsi lahan di daerah yang baru dimekarkan
untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur wilayah. Na-
mun, pengembangan infrastruktur wilayah belum mengi-
kuti pola ruang yang telah ditetapkan di dalam RTRW
Kabupaten/Kota. Bahkan, sampai saat ini masih ada kabu-
paten/kota yang belum memiliki RTRW.

Di sisi lain, pemerintahan yang baru dibentuk beru-
paya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
kabupaten/kota masing-masing. Sasaran yang paling mu-
dah untuk mencapai keinginan tersebut adalah dengan
memperluas kawasan budidaya (non protected area) un-
tuk pertanian, pertambangan, industri dan perdagangan
yang sering mempersempit kawasan non budidaya (non
protected area).Secara kasat mata dapat dilihat beberapa
kabupaten yang memiliki kawasan lindung seperti gambut
beralih fungsi menjadi perkebunan, perkantoran dan pe-
rumahan dan perdagangan. Demikian juga wilayah yang
berbatasan dengan hutan lindung cenderung untuk men-
gusulkan perubahan fungsi hutan lindung menjadi hutan
produktif atau areal penggunaan lahan. Fenomena alih
fungsi lahan akibat pemekaran kabupaten/kota tidak
hanya terjadi di Provinsi Aceh saja melainkan menjadi
permasalahan nasional.

Pemanfaatan lahan untuk pengembangan infrastruktur
wilayah di kabupaten/kota juga mempunyai andil terjad-
inya alih fungsi lahan. Observasi lapangan menunjukkan
bahwa banyak lahan sawah produktif berubah fungsi men-
jadi perkantoran, perumahan dan kawasan perdagangan.
Hal ini disebabkan pembangunan infratruktur tidak sesuai
pola ruang yang telah ditetapkan di dalam RTRW. Di sisi
lain, masih ada kabupaten/kota yang belum memiliki
RTRW. Demikian juga kenginan Pemerintah Kabupaten/
Kota untuk memperluas kawasan budidaya (non protected
area). Hal ini dapat dilihat dari usulan revisi RTRW Ka-
bupaten/Kota yang cenderung meningkatkan luasan kawa-
san tersebut untuk setiap lima tahunnya. Data yang dise-
butkan sebelumnya menunjukkan bahwa terjadi penguran-
gan luasan hutan primer (lindung) yang menjadi hutan
sekunder (produktif) yang cukup signifikan dan semakin
meningkatnya kawasan budidaya. Pengembangan kawa-
san budidaya ini cenderung diikuti oleh pengembangan
infrastruktur yang menuju kawasan tersebut.

Usaha di bidang perkebunan merupakan sumber pen-
dapatan masyarakat dan daerah di kabupaten yang
memiliki potensi di bidang pertanian. Namun, usaha
perkebunan yang tidak mengikuti pola ruang yang telah
ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di
masing-masing Kabupaten/Kota cenderung memberikan
tekanan terhadap luas lahan yang seharusnya dilindungi
(protected area) seperti hutan lindung.  Masyarakat
yang berdomisili di front liners (yang berdekatan dengan
kawasan hutan) yang melakukan sistem ladang berpindah
(shifting cultivation) mempunyai andil terhadap semakin
berkurangnya luas hutan. Namun, pengurangan luas hutan
(deforestasi) yang disebabkan oleh masyarakat masih ter-
golong kecil jika dibandingkan dengan deforestasi yang
disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah Hak Guna
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Usaha (HGU) di bidang perkebunan.

Forest Watch Indonesia (2001) melaporkan bahwa
ekosistem hutan mengalami ancaman berupa penebangan
hutan (deforestasi), fragmentasi dan konversi menjadi
bentuk pemanfaatan lain. Berdasarkan data Bank Dunia
2001 diperkirakan bahwa penggundulan hutan di Indone-
sia mencapai 1,6 juta ha/tahun atau tiga ha per menit
hingga dua juta ha/tahun. Fakta di lapangan menunjukkan
bahwa HGU Perkebunan selalu disalahgunakan dengan
cara memperluas kawasan perkebunan pada kawasan
lindung (hutan lindung dan gambut).

Untuk meningkat Pendapapan Asli Daerah (PAD)
kabupaten/kota yang mempunyai potensi pertambangan
juga menjadi pemicu terjadinya alih fungsi lahan di suatu
wilayah. Hal ini disebabkan oleh izin pemanfaatan lahan

Tabel 8. Statistik Deforestasi Hutan Aceh 2006-2009

tahun 2004 menjadi 0,12 pada tahun 2009. Hal ini dise-
babkan oleh berubahnya pola penggunaan lahan di Sub
DAS Aih Bobo. Peningkatan nilai koefisien limpasan ter-
utama disebabkan oleh semakin meningkatnya luas hutan
produksi dan lahan terbuka, sebaliknya luasan hutan
primer semakin menurun. Peningkatan nilai koefisien
limpasan ini memberi gambaran bahwa curah hujan yang
jatuh di wilayah ini akan cenderung menjadi limpasan
permukaan (Asdak, 1984) yang pada gilirannya nanti akan
mempengaruhi debit puncak yang terjadi di outlet Sub
DAS Aih Bobo Kabupaten Gayo Lues.

Demikian juga halnya yang terjadi di Sub DAS Kru-
eng Meureudu Kabupaten Pidie Jaya), koefisien limpasan
juga cenderung mengalami peningkatan dari 0,15 pada
tahun 2005 menjadi 0,20 tahun 2010. Meningkatnya nilai

Kabupaten/Kota Luas hutan Luas hutan 2009 Tutupan hutan Deforestasi Deforestasi
2006 (Ha) (Ha) terhadap luas hu- 2006-2009 (%)
tan (%) (Ha)
Subulussalam 73.828,17 58.040,48 1,80 15.787,69 17,07
Nagan Raya 188.642,70 178.315,11 5,53 10.327,58 11,17
Aceh Singkil 73.418,63 64.561,85 2,00 8.856,78 9,58
Gayo Lues 446.252,56 437.994,63 13,59 8.257,93 8,93
Aceh Barat Daya 131.240,26 125.403,59 3,89 5.836,67 6,31
Aceh Barat 133.983,35 128.837,95 4,00 5.145,40 5,56

Sumber : Aceh Forest Environment Programme (AFEP) dan Walhi, 2010

yang diberikan belum diimplementasikan sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan di dalam Analisa Men-
genai Dampak Lingkungan (AMDAL). Lebih lanjut, im-
plementasi Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) dan
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) belum sesuai
dengan yang diharapkan. Usaha pertambangan secara
umum berada pada kawasan yang dilindungi. Pertimban-
gan ekonomi untuk meningkatkan PAD kabupaten/kota
menjadi pertimbangan pemerintah kabupaten/kota untuk
mempermudah pengeluaran izin kepada perusahaan yang
bergerak di bidang pertambangan.

3.2. Dampak Alih Fungsi Lahan

Dampak dari alih fungsi lahan dapat menyebabkan
semakin berkurangnya luas hutan (deforestasi) di suatu
wilayah. Statistik deforestasi hutan Aceh 2006-2009
memberikan gambaran bahwa luas hutan Aceh cenderung
berkurang dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2006, luas
hutan Aceh 3.316.132,81 Ha menurun menjadi
3.223.635,18 Ha pada tahun 2009. Dalam hal ini defor-
estasi yang terjadi untuk periode 2006-2009 sebesar
92.497,64 Ha. Tabel 8 memberikan informasi bahwa Ka-
bupaten/Kota yang baru mengalami pemekaran men-
galami persentasi deforestasi yang cukup besar seperti
Kota Subulussalam (17,07 %), Kabupaten Nagan Raya
(11,17 %), Aceh Singkil (9,58 %), Gayo Lues (8,93 %),
Aceh Barat Daya (6,31 %) dan Aceh Barat (5,56 %).

Beberapa penelitian yang dilakukan di Aceh menun-
jukkan bahwa koefisien limpasan untuk Sub DAS Aih
Bobo Kabupaten Gayo Lues meningkat dari 0,10 pada
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koefisien limpasan ini merupakan salah satu penyebab
meningkatnya frekuensi banjir di kawasan hilir Meureudu
Kabupaten Pidie Jaya. Selanjutnya alih fungsi yang terjadi
pada Sub DAS Krueng Pirak Kabupaten Aceh Utara men-
yebabkan meningkatnya nilai koefisen limpasan dari 0,11
pada tahun 1990 menjadi 0,23 pada tahun 2003. Alih
fungsi lahan terutama terjadi pada hutan primer yang ber-
alih menjadi hutan sekunder. Peningkatan nilai koefisien
limpasan ini menjadi pemicu seringnya kawasan Lhoksu-
kon Kabupaten Aceh Utara yang berada di hilir sering
mengalami banjir (Basri dan Syahrul, 2013).

3.2.3. Meningkatnya Kejadian Bencana

WALHI Aceh (2010) melaporkan bahwa intensitas
bencana terjadi peningkatan cukup tajam, dari tahun 2006
hingga 2009 telah terjadi banjir sebanyak 326 kali, tanah
longsor 89 kali dan konflik satwa sebanyak 249 kali, be-
lum lagi bencana lainnya seperti angin ribut/kencang,
abrasi, kekeringan dan epidemi berbagai penyakit. Ke-
jadian bencana selama tahun 2006 — 2009 yang terjadi di
wilayah di Aceh dapat dilihat pada Tabel 9.

Bencana banjir telah melanda 5 (lima) Kabupaten/
Kota di Aceh, yakni di Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh
Selatan, Aceh Tengah dan Gayo Lues (Serambi Indonesia,
27/03/2010). Bencana banjir ini menyebabkan sarana dan
prasarana rusak dan hancur seperti jembatan yang men-
ghubungkan antar desa di Aceh Barat dan juga di Nagan
Raya yang menyebabkan puluhan ribu masyarakat teriso-
lasi dan terendam banjir. Di Aceh Selatan, bencana banjir
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Tabel 9. Kejadian Bencana Aceh (2006-2009)

Tahun
Kejadian/Bencana 2006 007 T 2008 T 2009 Jumlah
Banjir 46 46 100 134 326
Tanah Longsor 4 8 37 40 89
Konflik Satwa 34 53 124 38 249
Angin Ribut/Kencang 2 17 26 60 105
Abrasi - 5 38 39 82
Kekeringan - - 16 13 29
Epidemi - - 40 49 89
Sumber: WALHI Aceh (2010)
mengakibatkan sejumlah anak sungai meluap dan meng- Saran

genangi puluhan rumah penduduk. Peristiwva men-
yedihkan lainnya akibat banjir adalah banyaknya rumah-
rumah penduduk yang hancur, dimana sejumlah keluarga
terpaksa diungsikan. Sedangkan di wilayah perbatasan
Kecamatan Linge, Aceh Tengah dengan Kecamatan Pan-
tan Cuaca, Gayo Lues, dijelaskan bahwa kerugian yang
diderita masyarakat akibat musibah banjir itu, selain
rumah warga hanyut dan rusak, kincir PLTA lIse-Ise juga
rusak berat (WALHI, 2010).

1V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penyimpangan alokasi ruang RTRW Kabupaten Aceh
Barat tahun 2012-2031terhadap kawasan hutan Kabu-
paten Aceh Barat yang telah ditetapkan dalam SK
Menhutbun No. 170/Kpts-11/2000 seluas 6.663,45 ha
(2,41%). Terjadinya penyimpangan dikarenakan
adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
yang menjadikan sebagian kawasan hutan lindung Ka-
bupaten Aceh Barat menurut SK Menhutbun No. 170/
Kpts-11/2000 menjadi kawasan budidaya dalam RTRW
Kabupaten Aceh Aceh Barat tahun 2012-2031.

2. Penyimpangan penggunaan lahan eksisting tahun 2012
terhadap alokasi ruang RTRW Kabupaten Aceh Barat
tahun 2012-2031 seluas 25.319,21 ha (9,16%), antara
lain kawasan lindung menjadi hutan sekunder seluas
22.199,35 ha (8,03%), kawasan lindung dimanfaatkan
sebagai areal perkebunan seluas 1.079,44 ha (0,39 %),
dimanfaatkan untuk pertanian seluas 1.723,28 ha
(0,62%), dan dimanfaatkan untuk kawasan permuki-
man seluas 317,14 ha (0,11%). Penyebab terjadinya
penyimpangan disebabkan oleh kurangnya sosialisai
RTRW Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2031
kepada masyarakat dan kegiatan illegal logging di se-
kitar kawasan hutan lindung.

3. Secara umum faktor penyebab terjadinya penyimpan-
gan penggunaan lahan adalah pemekaran kabupaten,
pengembangan infrastruktur wilayah, pengembangan
usaha perkebunan dan pertambangan. Penyimpangan
penggunaan lahan tersebut berdampak kepada semakin
luasnya deforestasi, meningkatnya koefisien limpasan
dan frekuensi banjir.
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1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk men-
sosialisasikan lebih jauh RTRW Kabupaten Aceh
Barat kepada masyarakat dan meminimalisir penyim-
pangan penggunaan lahan lebih lanjut, sekaligus mere-
habilitasi kawasan yang telah beralih fungsi tersebut.

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak
dari perubahan penggunaan lahan terhadap fenomena
banjir, khususnya pada wilayah yang mengalami pe-
mekaran di Aceh.
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Lampiran 4. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012
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Lampiran 6. Peta Penyimpangan Penggunaan Lahan Eksisting terhadap RTRW Kabupaten Aceh Barat
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